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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan cara terbaik 

dalam menegakan keadilan, Putusan hakim dikatakan rasional atau masuk akal 

apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan mendasar pada teori tentang 

pemidanaan, , Pelaksanaan penerapan Sanksi Pidana Oleh Penegak Hukum 

Untuk Menekan Jumlah Pengedar Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter di tinjau 

dari perspektif teori pemidanaan dalam kasus perkara Nomor 

218/Pid.Sus/2021/PN Sgl dimana hakim menjatukan putusan bebas terhadap 

pengedar obat tramadol tanpa resep dokter, dengan barang bukti 1 (satu) buah 

kardus rokok Gudang Garam Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 

(dua ribu) strip obat jenis tramadol, 1 (satu) buah kardus rokok Gudang Garam 

Surya warna coklat yang didalamnya terdapat 2000 (dua ribu) strip obat jenis 

tramadol belum terlaksana dengan baik, apabila ditinjau berdasarkan 

pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan maka pidana penjara yang dijatuhkan bebas dan juga 

kasus nomor perkara Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN SNG hanya 1 (satu) tahun 

terlalu ringan dari ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. 

Pidana penjara yang diberikan dalam putusan tersebut jelas tidak memberikan 

efek jera, padahal salah satu tujuan adanya hukum adalah efek jera bagi pelaku. 
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2. Efektivitas penegakan hukum bagi pengedar obat tramadol tanpa resep dokter 

belum berjalan secara efektif pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 

hukum belum sesuai, Kelima faktor penegakan hukum seperti Faktor hukumnya 

sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja,Faktor penegak hukum, 

yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana 

atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni 

lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, 

yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 

dalam pergaulan hidup sangat penting karena merupakan esensi dari penegakan 

hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.  

 

 

B. SARAN  

1. Penerapan dalam pengaturan yang sudah tertulis mengenai peredaran obat keras 

khususnya Obat Tramadol agar bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, kembali 

memberikan edukasi atau bagi setiap orang yang mengedarkan obat tramadol 

tidak dengan resep dokter, agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana 

bahayanya jika mengkonsumsi obat keras tanpa resep dokter tersebut. Para 

pelaku pengedar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar untuk mengedarkan 

sediaan farmasi tanpa izin harus ditindak lanjuti dengan tegas, karena jika 

dibiarkan akan sangat berbahaya bagi generasi muda, karena untuk mendapatkan 

obat keras Tramadol terbilang sangat mudah disebabkan harganya yang sangat 

murah dan terjangkau.  
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2. Aparat penegak hukumpun harus lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman 

terhadap para pengedar obat keras tersebut agar menimbulkan efek jera bagi para 

pelaku pengedar obat, karena dapat membantu menekan jumlah pengedar obat-

obatan Keras. Aparat Penegak hukum diharapkan mengacu kepada Undang-

Undang yang sudah tertulis, tidak mengurangi sanksi yang sudah berlaku 

terhadap Kasus Pengedaran Obat keras ini. Jika aparat dapat memberikan sanksi 

dengan tegas dan pengawasi setiap peredaran obat-obatan diharapkan peredaran 

obat keras ini dapat berkurang.  
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